
 
 

PROVINSI JAWA BARAT 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR 9 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI   KARAWANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan 

APBD tahun anggaran 2015;  

 b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  

dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaharan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 



 5 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5655);   

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapakali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri : E); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 

Tahun 2008 Nomor 7 Seri : E); 
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2015 Nomor 1). 

 

Dengan Persetujuan Bersama : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  

dan 

BUPATI KARAWANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
semula berjumlah Rp. 3.390.641.610.680,00 bertambah sejumlah 

Rp. 199.931.466.742,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. Pendapatan 

a. Semula         Rp.3.390.641.610.680,00 

b. Bertambah Rp.   199.931.466.742,00 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  Rp. 3.590.573.077.422,00 

2. Belanja 

a. Semula         Rp.3.800.189.337.503,00 

b. Bertambah Rp.   244.274.587.560,23 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp. 4.044.463.925.063,23 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
1) Semula       Rp. 419.547.726.823,00 

2) Bertambah Rp.   46.343.120.818,23 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan  Rp.    465.890.847.641,23 

b. Pengeluaran 

1) Semula        Rp.  10.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp.        2.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan  Rp.      12.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Anggaran Setelah Perubahan Rp.    453.890.847.641,23 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula  Rp.    935.009.471.470,00 
2) Bertambah Rp.        9.809.740.266,00 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 

Perubahan ……………………………………….. Rp. 944.819.211.736,00 
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b. Dana Perimbangan 

1) Semula  Rp.    1.675.550.995.652,00 
2) Bertambah Rp.         18.573.311.348,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.1.694.124.307.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Semula  Rp.       780.081.143.558,00 
2) Bertambah Rp.       171.548.415.128,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp.   951.629.558.686,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari Jenis Pendapatan  : 

a. Pajak Daerah 

1) Semula  Rp.    605.625.150.000,00 
2) Bertambah Rp.        6.000.531.488,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.  611.625.681.488,00 

 
b. Retribusi Daerah 

1) Semula  Rp.  109.112.693.000,00 

2) Berkurang Rp.     (13.507.910.000,00) 

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.     95.604.783.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

1) Semula  Rp.        7.559.744.178,00 

2) Berkurang Rp.          (583.062.054,00) 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah   

Yang Dipisahkan setelah Perubahan ………… Rp.      6.976.682.124,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
1) Semula  Rp. 212.711.884.292,00 

2) Bertambah Rp.     17.900.180.832,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
Yang Sah setelah Perubahan ..................... Rp.  230.612.065.124,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

Jenis Pendapatan  : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 
1) Semula  Rp.    344.609.152.652,00 

2) Berkurang Rp.     (29.346.588.652,00) 

Jumlah Bagi Hasik Pajak / Bagi Hasil Bukan  
Pajak setelah Perubahan Rp.  315.262.564.000,00 

 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula  Rp. 1.246.484.473.000,00 

2) Bertambah Rp.         - 

Jumlah DAU setelah Perubahan Rp.1.246.484.473.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula  Rp.     84.457.370.000,00 

2) Bertambah Rp.       47.919.900.000,00 
Jumlah DAK setelah Perubahan Rp.   132.377.270.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan  : 

a. Pendapatan  Hibah 
1) Semula  Rp.       2.244.638.000,00 

2) Bertambah Rp.                 - 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.     2.244.638.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula  Rp.   324.268.013.945,00 

2) Bertambah Rp.    14.717.839.788,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & 

Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp.   338.985.853.733,00 
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula  Rp.    453.568.491.613,00 

2) Bertambah Rp.      26.755.041.387,00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

setelah Perubahan  Rp.   480.323.533.000,00 

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula  Rp.      - 

2) Bertambah Rp.    128.528.745.003,00 
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau 

Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp.   128.528.745.003,00 

e. Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya 
1) Semula  Rp.        - 

2) Bertambah Rp.     1.546.788.950,00 

Jumlah Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan  
Pemerintah Lainnya setelah Perubahan  Rp.       1.546.788.950,00 

 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Semula Rp. 1.896.885.845.921,00 

2) Berkurang Rp     (28.056.571.085,00) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah 
 Perubahan Rp.1.868.829.274.836,00 

b. Belanja Langsung 

1) Semula Rp. 1.903.303.491.582,00 

2) Bertambah Rp    272.331.158.645,23 

Jumlah Belanja  Langsung Setelah Perubahan Rp.2.175.634.650.227,23 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai 

1) Semula Rp. 1.486.864.767.050,00 

2) Berkurang Rp.    (51.340.948.472,00) 

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.1.435.523.818.578,00 

b. Belanja Hibah 

1) Semula Rp.     148.313.091.840,00 
2) Bertambah Rp.         - 

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp.   148.313.091.840,00 

c. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula Rp.       25.542.400.000,00 
2) Berkurang Rp.       (1.865.301.000,00) 

Jumlah Belanja Bansos Setelah Perubahan Rp.     23.677.099.000,00 

d. Belanja Bantuan Keuangan   
1) Semula Rp.     234.665.587.031,00 

2) Bertambah Rp.      25.149.678.387,00 

Jumlah Bankeu Setelah Perubahan Rp.   259.815.265.418,00 

e. Belanja Tidak Terduga   

1) Semula Rp.         1.500.000.000,00 

2) Bertambah Rp.            - 

Jumlah BTT Setelah Perubahan Rp.       1.500.000.000,00 

 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja pegawai  
1) Semula Rp.      186.169.607.050,00 

2) Bertambah Rp.          8.926.292.150,00 

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan    Rp.195.095.899.200,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula Rp.    999.440.650.160,00 

2) Bertambah Rp.    219.832.492.824,23 

Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan Rp.1.219.273.142.984,23 
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c. Belanja Modal  
1) Semula Rp.      717.693.234.372,00 

2) Bertambah Rp.       43.572.373.671,00 

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan    Rp.761.265.608.043,00 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan  

1) Semula Rp.      419.547.726.823,00 

2) Bertambah Rp.        46.434.120.818,23 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.   465.890.847.641,23 

 

b. Pengeluaran  
1) Semula Rp.        10.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp.         2.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.     12.000.000.000,00 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SiLPA). 
a. Semula  Rp.  419.547.726.823,00 

b. Bertambah Rp.     46.343.120.818,23 

Jumlah SiLPA Setelah Perubahan  Rp.   465.890.847.641,23 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

a Semula   Rp.   10.000.000.000,00 
b. Bertambah Rp.     2.000.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda 

Setelah Perubahan   Rp.    12.000.000.000,00 

 

Pasal 5 

 
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya ; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 

belanja tidak terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat 
dilakukan dengan  cara : 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian 

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun 
anggaran berjalan ; dan/atau 
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b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih 
realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan 

pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang APBD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
belanja untuk keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

daerah dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan 
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu 
dalam DPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam 

RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 
Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan 
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 

anggaran. 
 

 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
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8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembalu dalam tahun anggaran ini; 

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Karawang. 

      

  Ditetapkan di Karawang 
                                     pada tanggal   

 

Plt. BUPATI KARAWANG, 
 

 
 

 
 

CELLICA NURRACHADIANA 

Diundangkan di Karawang 
pada tanggal         

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KARAWANG, 
 
 

 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 
 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  KARAWANG  TAHUN  2015 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM, 
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